BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan setelah dilakukan
pengolahan serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut.

1. Ketaatasasan penggunaan aturan hukum oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka
dalam penanganaan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang
mengakomodasi asas keberlakuan hukum dalam peraturan perundang-undangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, penyidik tersebut
telah mematuhi asas hukum yang berlaku, dengan menggunakan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan dalam proses
penegakan hukum. Meskipun demikian, terdapat kekurangan dalam pemahaman
dan penerapan asas keberlakuan hukum serta asas-asas hukum yang relevan.
Penjatuhan hukum pidana terhadap pelaku juga disesuaikan dengan konteks
peristiwa yang terjadi. Data yang dianalisis menunjukkan bahwa mayoritas pelaku
kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Kabupaten Sikka memiliki
hubungan dekat dengan korban, baik sebagai keluarga, kerabat, maupun pacar.
Selain itu, variasi dalam umur, status, pekerjaan, dan pendidikan pelaku juga
mempengaruhi penggunaan aturan hukum yang diterapkan.

2. Penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan oleh penyidik
Kepolisian Resor Sikka telah menggunakan asas hukum yang berlaku

Penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan oleh

penyidik Kepolisian Resor Sikka telah mengedepankan asas hukum yang berlaku,
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yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai lex specialis
derogat legi generalis. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya
perlindungan hak-hak anak dalam konteks kekerasan seksual dan penerapan
hukum berlandaskan pada ketentuan yang lebih spesifik. Dengan menggunakan
undang-undang tersebut, pihak penyidik Kepolisian Resor Sikka memastikan
bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan ditangani dengan tepat
sesuai dengan kerangka hukum yang ada dan meneguhkan komitmen terhadap
upaya pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak.

Penggunaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang memuat asas
lex specialis derogat legi generalis dalam penanganan kasus kekerasan seksual
terhadap anak perempuan di Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa undang-
undang tersebut memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif dalam
melindungi hak-hak anak. Dengan demikian, hal ini menggambarkan pentingnya
penerapan hukum yang tepat dan berlandaskan pada asas-asas hukum yang
berlaku, serta menunjukkan komitmen yang kuat dari pihak berwenang dalam
memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak sebagai kelompok yang
rentan terhadap kekerasan seksual.

B. Saran
Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian lanjutan
dapat mengambil langkah-langkah berikut ini:
Tanggapan atas kesimpulan tersebut dapat berupa saran-saran sebagai berikut:
1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan
Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman penyidik terhadap asas

keberlakuan hukum serta asas-asas hukum yang relevan. Hal ini dapat dilakukan



137

melalui pelatihan yang terjadwal secara berkala tentang perlindungan anak dan
penanganan kasus kekerasan seksual.

2. Pengembangan Pedoman Penegakan Hukum
Dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan pedoman atau panduan yang
jelas bagi penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak
perempuan, yang mencakup langkah-langkah konkret dalam mengaplikasikan
asas keberlakuan hukum dengan tepat.

3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
kekerasan seksual terhadap anak dan pentingnya melaporkan kasus-kasus
tersebut kepada pihak berwenang. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi
penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat secara luas.

4. Pengembangan Sistem Dukungan Korban
Diperlukan pengembangan sistem dukungan yang kuat bagi korban kekerasan
seksual, termasuk akses mudah terhadap layanan kesehatan, konseling psikologis,
bantuan hukum, dan perlindungan terhadap ancaman atau intimidasi dari pelaku.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan penegakan hukum
terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan dapat menjadi lebih

efektif dan adil, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.
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